
Penyuluhan Hukum Langsung
No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pelaksanaan Kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Masyarakat/instansi/organisasi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan kegiatan Ceramah 

Penyuluhan Hukum Terpadu yang ditujukan kepada Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

2. 2. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum menerima surat dan disposisi kepada Kepala Bidang 

Pembudayaan Hukum

3. 3. Kepala Bidang Pembudayaan Hukum melalui Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum Langsung dan 

Tidak Langsung mempersiapkan perlengkapan dan pendukung pelaksanaan kegiatan

4. 4. Pelaksanaan kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu

Waktu Penyelesaian

1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Badan Pembinaan Hukum Nasional

JL. CILILITAN RAYA JAKARTA TIMUR 13640 (021)-8091908 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Badan Pembinaan Hukum 
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Produk Pelayanan

1. Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu

Pengaduan Layanan
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